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Era globalisas dan semakin terintegrasinya pasar keuangan menyebabkan
produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan menjadi semakin kompleks
dan bervariasi. Hal ini mengakibatkan eksposur risko yang ditanggung Bank
dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas menjadi semakin tinggi.

Peningkatan risiko yang ditanggung oleh Bank, harus diimbangi dengan
pengendalian rissko yang memadai. Untuk mengendalikan risiko dimaksud
Bank perlu meningkatkan kualitas penerapan mang emen risiko.

Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dimaksud tidak
hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah.
Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam
rangka pengendalian risko adalah transparans informas terkait produk atau
aktivitas Bank.

Melalui peningkatan kualitas peneragpan mangemen risko, Bank
diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risko yang dihadapi dalam
melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik.
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Selanjutnya peningkatan kualitas penerapan mangemen risiko yang
dilakukan perbankan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank
berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam cakupan penergpan Mangemen Risko adalah
penergpan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Teroris yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah
(Know Your Customer/KY C).

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasa 4
Ayat (1)
Huruf a

Termasuk dalam kelompok Risko Kredit adalah Risko
konsentras kredit.

Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat
terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau
sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis
tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang
dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

Huruf b

Risiko Pasar meliputi antara lain Risko suku bunga, Risiko nilai
tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.

Risko suku bunga adalah Risiko akibat perubahan harga
instrumen keuangan dari posis Trading book atau akibat
perubahan nilai ekonomis dari poss Banking Book, yang
disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Dalam kategori Risiko suku bunga termasuk pula Risiko suku
bunga dari posis Banking Book yang antara lain meliputi
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repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan optionality risk.

Risiko Nilai Tukar adalah risko akibat perubahan nilai posisi
Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan
nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.

Risko Komoditas adalah Risko akibat perubahan harga
instrumen keuangan dari posis Trading Book dan Banking Book
yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Risiko Ekuitas adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen
keuangan dari posis Trading Book yang disebabkan oleh
perubahan harga saham.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Risko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan
perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan,
seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan
agunan yang tidak sempurna.

Huruf f

Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media
dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya
strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Huruf g

Risko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi
yang kurang sgjadan dengan vis dan mis bank, melakukan
analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensf, dan/atau
terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar
level dratejik. Selain itu Risko Stratgik juga timbul karena
kegagalan dalam mengantisipas perubahan lingkungan bisnis
mencakup kegagalan dalam mengantisipas perubahan teknologi,
perubahan kondis ekonomi makro, dinamika kompetis di pasar,
dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Huruf h
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8

K ebijakan Mang emen Risko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun
strategi mang emen risko untuk memastikan bahwa:

1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesual dengan kebijakan
dan prosedur intern Bank dan peraturan perundang-undangan serta
ketentuan lain yang berlaku; dan

2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan,
pengalaman dan keahlian di bidang Mangemen Risiko sesual dengan
kompleksitas usaha Bank.

Penyusunan  drategi Mangemen  Risko  dilakukan  dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisas Bank, dan Risiko
yang timbul sebagal akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Tolerans Risko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh
permodalan Bank.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Rissko merupakan dasar bagi Bank
untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank.

Peringkat Risko bagi Bank Umum Konvensiona dikategorikan
menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Low to Moderate),
3 (Moderate), 4 (Moderate to High), dan 5 (High).

Peringkat Risiko bagi Bank Umum Syariah dikategorikan menjadi
3 (tiga) peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Moderate), dan 3 (High).

Huruf e
Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan produk Bank adalah instrumen keuangan yang
diterbitkan oleh Bank.

Yang dimaksud dengan aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan
oleh Bank kepada nasabah, antara lain jasa keagenan dan/atau
kustodian.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode
pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji.

Huruf d

Sistem informas akuntansi paling kurang menggambarkan profil
Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk produk
atau aktivitas baru secara akurat.

Huruf e

Analisa aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko
Hukum yang ditimbulkan oleh produk atau aktivitas baru serta
kesesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Huruf f

Dalam menerapkan transparans informasi kepada nasabah,
aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh Bank paling kurang
adalah:

1. informas yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak
menyesatkan nasabah;
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2. informas yang berimbang antara potens manfaat yang
mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi
nasabah; dan

3. informasi yang disampalkan tidak  menyamarkan,
mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait
dengan Risiko yang mungkin timbul.

Ayat (3)
Huruf a

Termasuk dalam kriteria tidak pernah diterbitkan atau dilakukan
sebelumnya adalah produk atau aktivitas yang telah diterbitkan
atau dilakukan oleh Bank lain, namun belum pernah diterbitkan
atau dilakukan oleh Bank yang bersangkutan.

Huruf b

Perubahan eksposur Risiko dalam pengaturan ini tidak mencakup
perubahan eksposur Risko yang terkait produk atau aktivitas
konvensional seperti giro, tabungan, deposito, kredit, produk
derivatif yang bersifat plain vanilla, dan aktivitas kustodian.

Pasal 20A

Termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah mengetahui namun
tidak melarang atau membiarkan terjadinya pemasaran produk atau
aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas Bank dengan
menggunakan sarana atau fasilitas Bank oleh pengurus dan/atau pegawai.

Pasal 21

Cakupan transparans informasi yang perlu diungkapkan kepada nasabah
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi
produk bank, termasuk prosedur, skim, dan materi yang perlu
diungkapkan, seperti karakteristik produk atau aktivitas, Risiko, serta hak
dan kewgjiban nasabah.

Pasal 24
Ayat (1)

Laporan profil Risko memuat antara lain informasi tentang tingkat
dan trend seluruh eksposur Risiko.


http://www.djpp.depkumham.go.id

7 No. 5029

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Laporan profil Risiko disgiikan secara komparatif dengan posisi
triwulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Produk atau aktivitas baru yang wajib dilaporkan mencakup seluruh
produk atau aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3).
Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru
paling kurang memuat hal-hal yang ditetapkan pada Pasal 20 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru

dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama
dengan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.

Ayat (5)
Evaluas Bank Indonesia mencakup antara lain aspek kesiapan Bank,
penergpan Mangemen Risiko, transparans informasi produk, dan
perlindungan nasabah.

Ayat (6)
Huruf a

Ketidaksesuaian tersebut meliputi antara lain prosedur, skim,
karakteristik produk atau aktivitas, Risiko, serta hak dan
kewajiban nasabah.
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Huruf b

Kondis yang berpotens menimbulkan kerugian yang signifikan
terhadap kondis keuangan Bank antara lain dapat disebabkan
oleh Risko Reputas dan Risko Pasar dari penerbitan produk
atau pelaksanaan aktivitas Bank.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Laporan terkait penergpan Mangemen Risko meliputi antara lain
Laporan Proyeks Arus Kas dan Laporan Profil Maturitas dalam
rangka Penerapan Mang emen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Laporan terkait aktivitas tertentu meliputi antara lain laporan
pelaksanaan keagenan reksadana dan/atau laporan pelaksanaan
kegiatan bancassurance.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Y ang dimaksud dengan hari adalah hari kerja
Ayat (2)

Bank yang telah dikenakan sanks kewajiban membayar dalam ayat
ini tidak dikenakan sanks keterlambatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Bank yang telah dikenakan sanks kewajiban membayar dalam ayat
ini tidak dikenakan sanks keterlambatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 35A

Cukup Jelas.
Pasal I

Cukup Jelas.
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